BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 1¢ TAHUN 2019 SERI .

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR w4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUDBDAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

an imbang

Mengingat

£l.

b,

&

TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,

bahwa sebagal pelaksanaan ketentuan Pasal ¥ Peraturan Daerah
Kabupaten Cirecbon Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu
disusun Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019;

bahwa untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan vang
bersumber dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannva, serta
peclaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak,
maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam  Negeri
Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan  Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dapat
dilakukan pecrubahan terhadap Peraturan Bupati Circbon Nomor 5%
Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan DBelanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 sambil menungeu perubahan peraturan
daerah tentang Anggaran Pendapatan  dan Belanja  Daerah
Tahun Anggaran 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan schagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, maka Perubahan Peraturan Bupati Cirebon
Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1930 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan FPropinst Djawa  DBarat
(Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950] sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dacrah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

T
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9.

10.

11,

12,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

1

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang  Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400):

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tenlang Sistem Perencanasan
Pembangunan  Nasional  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 lentang  Perimbangan
Keuvangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi  Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 3495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35387)
sebagaimana telah beberapalkali diubah. terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 1eriang  Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601},

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 entang Kedudukan
Kevangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4028):

Feraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 lentang
Dana  Perimbangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4573);




14.

16.

18.

19,

21.

[
N

Peraturan Pemerintah Nomeor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Alas Peraturan Pemerintah
Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 teniang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 itcntang Pedoman
Penyusunan dan Penecrapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Rcepublik Indoncsia Tahun 2005 Nomar 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan  Kinerja Instansi  Pemerintah  [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tenlang  Laporan
Penyelenggaraan  Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Ketecrangan Pertangoungjawaban  Kepala Dacrah  Kepada Dewan
Perwakilan ~ Rakyat  Daerah, dan Informasi  Penvelenggaraan
Pemerintahan Dacrah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 ientang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Rcpublik  Indonesia
Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 lenlang  Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indoncesia
Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4972), sebagaimana iclah beberapakali diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
lentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor |, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 516 1}:

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 lentang  Standar
Akuntansi  Pemerintahan (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);




23.

25,

26.

27,

28.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang  Pinjaman
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 6279
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hhibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 lentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 5533),

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 lentang  Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomaor 2039),
schagaimana lelah diubah dengan Peraturarn Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan  Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelalksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [Lembaran Negara HKepublik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 137, Tambzhan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa vang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5558), schagaimana
telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah  Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indeonesia Tahun 2016 Nomor 57. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji,
Pensiun, atau Tunjangan Kcliga Bolas kepada Pegawal Negeri Sipil,
Prajurit  Tentara Nasional Indonesia, Anggota  Kepolisian  Negara
Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau
Tunjangan (Lembaran Negara Republik  Indoncsia  Tahun 2016
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 5888), sebagaimana  telah beberapakali  diubah, terakhir
dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentanyg
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pemberian Gaji. Pensiun, atan Tunjangan Ketiga Belas kepada
Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indoncsia. Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima
Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6207);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penvelenggaraan Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041



30.

31.

32,

33.

34.

38.

39,

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratil Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1006,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6H057);
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 lentang  Jaminan
Keeelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomer 317,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 6 | 7B);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang  Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor H206):
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 208 tentang Pelaksanaan
Tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor R224),
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Lentang  Pengadaan
Barang/Jasa  Pemerintah  (Berita Negara Republik  Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tents ng Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2004 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah sebagaimana tclah  diubah
beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri  Dalam Neger
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam  Negeri Nomor 13 Tahun 2006 lentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310):

Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 lentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negars Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) schagaimana telah beberapakali
diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123
Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 lentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial vang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belunja Dacrah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 15];

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 lentang
Pencrapan Standar Akunlasi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada
Pemerintah Dacrzah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1425);
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40, Peraluran Menteri Dalam  Negeri Nomor 77 Tahun 2014 lentang

41.

42,

43.

44,

45.

4.

47,

48,

Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan
Tertib  Administrasi  Pengajuan,  Penyaluran  dan  La poran
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuar Keuangan Partai Politik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744,
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Neoeri
Nomor & Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara
Penghitungan, Pengangguran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 198);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daeral (Berito Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomaor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Pedoman  Penyusunan  Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 701);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tszhun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 01 Tahun 2019 tentang

=
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daecrah  Provinsi Jaws  Barat
Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019 Nomor 1);
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 01 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Baraf
Tahun 2019 Nomor 1);
Peraturan Dacrah Kabupaten Circbon Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa
Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Dacrah
Perkreditan  Rakvat  (Lembaran  Daerah kabupaten  Cirebon
Tahun 2007 Nomor 14, Seri E.5), sebagaimana telak diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2016 lentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14
Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Dacrah Kepada  Bank
Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan
Perusahaan Dacrah Perkreditan Rakyat (Lembaran Dacrah Kabupaten
Cirebon Tahun 2016 Nomor 11, Seri E.4):

Peraturan Dacrah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tenlang
Pokok-Pokok Pengelolaan  Keuangan  Dacrah (Lembaran  Dacrah
Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 15, Seri E.6..

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun  Anggaran 2019 (Lembaran  Dacrah kabupaten  Cirebon
Tahun 2018 Nomor 13, Seri A.3).
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49. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 54 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Pergeseran  Anggaran Belanja  (Berita Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2018 Nomor 34, Ser E£.34).

20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
(Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 60, Ser1 A.5).

MEMUTUSKAN -

Menetapkan : PERATURAN BUPAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
CIREBON NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, terdiri

atas :
. 1. Pendapatan :

a. Semula Rp  3.361.696.314.058.00

k. Bertambah /(berkurang) Rp 652.594.455.925,00
Jumlah Pendapatan setelah Rp  4.01 4.290.769.983,00
FPerubahan

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung Rp  3.450.896.314.058,00
b. Bertambah /Iberkurang) Rp 053.418.713.173,00
Jumlah Pendapatan sctelah Rp  4.104.2315.027.231.00

Perubahan

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiavaan
. [] Semula Rp 85.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 24 257,248 00
Jumlah Pencrimaan setelah Rp 95.824.257,248,00

Perubaban

b. Pengeluaran

1} Semula Rp 2.800,000.000,00
2] Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah Pengeluaran setelah Rp 5.800.000.000,00
Perubahan
Jumlah Pembiayvaan nctto Rp 90.024.257.248,00

sctelah Perubahan
Sisa lebih pembiayaan Rp (h,00
Anggaran setelah Perubahan




Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  sebagaiman:
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yvang moerupaka
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati im, vang terdin dari :

1. Lampiran l Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD

2. Lampiran 1 Penjabaran Perubahan APBD

3. Lampiran 11fa  Perubahan Daltar Nama Pencerima, Alamat deo
Besaran Alokasi Hibah Dalam Bentuk Uang Yan:
Diterima

4. Lampiran [llb Perubahan Daftar Nama Penerima, Alamat dar
Besaran Alokasi Hibah Dalam Bentuk Barang Yang
Diterima

5. Lampiran IVa Pcrubahan Daftar Nama Penerima, Alamat deon

Besaran Alokasi Bantuan Sosial Dalam Bentulk
Uang Yang Dilerima

6. Lampiran IVb Perubahan Daftar Nama Penerima, Alamat din
Besaran Alokasi Bantuan Sosial Dalam Bentulk
Barang Yang Diterima

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinva, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati imi dengan penempatannva dalam  Berita  Dacral
Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 Marct 2019

Pj. BUPATI CIREBON,
Il

DICKY SAROMI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 22 Varet 2219

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 18 SER| 4.
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